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Abstract 

 
Law enforcement in cases of Illegal Investment or Investment Fraud does not end with the 
conviction of perpetrators of illegal investments or investment fraud, always leaving problems 
related to the return of victims' losses, often victims do not get justice because the proceeds of 
crime are not returned to victims and are even declared confiscated for the state, so it must be 
studied how the solution to the problem of returning losses to victims of investment fraud or illegal 
investment, one of the main problems is the absence of a comprehensive and thorough 
settlement mechanism related to the return of losses to victims in the criminal justice system, this 
is also exacerbated by the many conflicting decisions between decisions criminal and civil cases 
in the context of Illegal Investment or Investment Fraud cases, based on these matters combining 
the Prejudicieel Geschil and Bankruptcy institutions is a concrete solution to answer the problem 
of the absence of a mechanism to recover victims' losses in the criminal justice system as well as 
a solution to prevent conflicting decisions. 
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Abstrak 

 
Penegakan Hukum dalam perkara Investasi Illegal atau Penipuan Investasi tidak selesai dengan 
dipidananya pelaku investasi illegal atau penipuan investasi, selalu menyisakan persoalan terkait 
pengembalian kerugian korban, seringkali korban tidak mendapat keadilan karena barang bukti 
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hasil tindak pidana tidak dikembalikan kepada korban bahkan dinyatakan dirampas untuk negara, 
sehingga harus dikaji bagaimana solusi atas permasalahan pengembalian kerugian korban 
penipuan investasi atau investasi illegal, salah satu persoalan utamanya adalah tidak adanya 
mekanisme penyelesaian yang komprehensif dan tuntas terkait pengembalian kerugian kepada 
korban dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga diperparah dengan banyaknya putusan yang 
saling bertentangan antara putusan perkara pidana dan perdatanya dalam konteks perkara 
Investasi Illegal atau Penipuan Investasi, berdasarkan hal-hal tersebut mengkombinasikan 
lembaga Prejudicieel Geschil dan Kepailitan merupakan solusi konkret untuk menjawab 
persoalan tidak adanya mekanisme pengembalian kerugian korban dalam sistem peradilan 
pidana sekaligus solusi mencegah putusan yang saling bertentangan. 
 
Kata kunci: Investasi, Prejudicieel Geschil, Kepailitan 

 

 

PENDAHULUAN  

Hukum disusun sedemikian rupa agar bermuara pada tercapainya suatu ketertiban dan 

keteraturan, hukum adalah alat yang digunakan pemerintah guna mewujudkan sistem hukum nasional 

dan mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara1, dalam Hukum yang senantiasa dinamis, seringkali 

terjadi bahwa hukum berkembang dan tertinggal dari perkembangan zaman dan manusia, sehingga 

hukum baru diciptakan setelah muncul anomali pengaturan dibidang tertentu, tidak terkecuali dalam 

bidang hukum investasi dan pasar modal.  

Dalam dunia investasi dikenal adanya investasi langsung atau direct invesment maupun 

investasi tidak langsung atau indirect invesment, pada kedua jenis investasi tersebut manakala terdapat 

pihak investor asing, lazimnya disebut sebagai Foreign Direct Investment (FDI) yaitu jenis kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh investor asing secara langsung. Kebalikannya ialah kegiatan dan jenis 

investasi berbentuk portfolio investment, seperti pihak investor yang membeli saham-saham 

perusahaan yang sudah ada, sudah berdiri serta sudah beroperasi.2 

Investasi bentuk direct invesment maupun indirect invesment selalu terdapat permasalahan 

didalamnya. Penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam selalu menghantui transaksi-

transaksi, utamanya di pasar modal. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

diberikan oleh akuntan publik jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip 

akuntansi berlaku umum di Indonesia.3 Namun banyak fakta yang menjelaskan perusahaan yang telah 

diberikan opini wajar tanpa pengecualian, namun terdeteksi melakukan kecurangan atas laporan 

keuangan.4 Karena pasar modal adalah bisnis kepercayaan, maka kepastian dan perlindungan hukum 

bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. Dengan adanya kepastian dan perlindungan 

hukum tersebut, maka diharapkan pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi 

untuk berinvestasi melalui lembaga pasar modal. Adanya perlindungan hukum bagi investor 

merupakan konsekuensi logis kalau pasar modal ingin tetap bergairah, sehingga hukum pasar modal 

harus memberikan porsi yang memadai terhadap perlindungan investor. Oleh karena itu, dalam rangka 

melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang 

 
1 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1. 
2 Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, Jurnal Lex 

Administratum, Volume 5 Nomor 1, 2017, hlm.110. 
3 I Made Yudana dan I Dewa Gde Rudy, Sanksi Hukum Atas Kejahatan Manipulasi Pendapat Audit Atas 

Laporan Keuangan Emiten Oleh Akuntan Publik di Pasar Modal, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 

1 Nomor 5, 2013, hlm.2. 
4 Ghaizky Ara Bahar dan Temy Setiawan, Analisis Fraud Pentagon Terhadap 4 Perusahaan Yang Terdeteksi 

Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan, Media Ilmiah Akuntansi, Volume 10 Nomor 1, 2022, hlm.26. 
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melakukan kegiatan investasi, maka penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting 

untuk segera dilaksanakan secara konsisten.5 Sama halnya dengan pasar bentuk indirect investment 

seperti pasar modal tersebut, bentuk direct investment juga tidak terlepas dari permasalahan hukum, 

diantaranya adalah persoalan banyaknya investasi bodong atau investasi illegal atau penipuan investasi 

di Indonesia yang jumlah korban dan kerugiannya sangat besar. 

Pengaturan hukum investasi di negara Indonesia tersebar dalam banyak peraturan diantaranya 

terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan terbaru terdapat Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun demikian 

meskipun telah banyak peraturan yang mengatur tentang Investasi ini, masih sangat banyak terjadi 

penyimpangan dan penipuan dalam dunia investasi. 

Investasi illegal atau Penipuan Investasi, merupakan bentuk kegiatan usaha yakni pengumpulan 

dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar pasal 

46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, dan dikualifikasikan sebagai kejahatan secara umum juga tentu melanggar pasal 

378 KUHP.6 Modus operandi dalam tindak pidana investasi illegal penipuan investasi ini terus 

berkembang, ada yang berbentuk investasi dengan sistem binary option platform binary option 

Binomo pada kasus Indra Kenz yang telah memakan korban 118 orang dengan kerugian mencapai 

Rp.72.000.000.000,.7 terdapat pula model investasi berbasis keagamaan dengan tujuan akhir ritual 

keagamaan pada agama tertentu seperti haji dan umrah yang sering kali juga dijadikan bentuk modus 

operandi dalam investasi illegal atau penipuan investasi, diantaranya PT. Amanah Bersama Umat 

(Abu Tours) yang telah gagal memberangkatkan 86.720 jama’ah ke tanah suci mekkah. Serta PT. First 

Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang gagal memberangkatkan 63.310 calon jama’ah ke tanah 

suci mekah, menurut catatan kementrian agama PT. First Tarvel dianggap telah menggunakan dana 

calon jama’ah sebesar Rp.905.000.0000,.8 Janji penawaran akan mendapatkan uang berlipat dengan 

cara cepat adalah cara umum yang ditawarkan oleh pelaku investasi illegal atau penipuan investasi ini, 

kegiatan investasi tersebut menawarkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi 

sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak 

pidana.9 

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun pada 

prinsipnya adalah suatu bentuk kegiatan yang wajib dilakukan pengawasan, mengingat dalam kegiatan 

itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana 

 
5 Endi Suhadi, Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal, Jurnal 

Ilmiah Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm.34. 
6 Nando Mantulangi, Op.Cit, hlm.114. 
7 Indra Kenz dan 6 Orang Tersangka Kasus Binomo, https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-

12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi, diakses pada tanggal 10 

Juli 2023 pukul 21.09 WIB. 
8 Fadilatun Nisa, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang 

Gagal Diberangkatkan (Studi Atas Pt. First Travel), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2019), hlm.4. 
9 Tri Syafari, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal 

Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate, Jurnal Penelitian Humano, Volume 10 Nomor 1, 2019, hlm.398. 

https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi
https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi
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tersebut.10 Setiap perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong tidak hanya berbicara terkait 

penegakan hukumnya saja, karena persoalan tidak serta merta selesai dengan hanya dipidananya 

pelaku investasi illegal atau penipuan investasi, selalu terdapat masalah yang ditinggalkan dan belum 

terselesaikan didalamnya, yakni terkait dengan persoalan bagaimana pengembalian dana investor yang 

telah disita sebagai barang bukti maupun yang telah dipergunakan oleh 

Tersangka/Terdakwa/Terpidana, persoalan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara serta 

juga persoalan pertentangan atau kontradiksi putusan perkara pidana dan perdatanya menyangkut 

barang bukti atau asset, mengingat kasus investasi illegal atau penipuan investasi hampir dipastikan 

selain dituntut pidana juga digugat secara perdata guna mengembalikan kerugian korban, kesulitan 

tersebut sampai kepada sejauh mana aparat penegak hukum dapat menelusuri dan menemukan harta 

kekayaan pelaku penipuan investasi tersebut, yang tak jarang disertai dengan tindak pidana pencucian 

uang yang telah dialihkan ke pihak-pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, 

pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi illegal atau penipuan investasi di 

Indonesia, serta kedua, untuk mengkaji solusi atas permasalahan problematika penyelesaian 

pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi di Indonesia tersebut. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini bersifat normatif, sehingga metode penelitian yang diterapkan adalah metode 

penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka/studi dokumen atau data-data 

sekunder, metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan yang berusaha melakukan 

sinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang ada berkaitan dengan perlindungan hukum dalam 

kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.11 Khususnya 

guna melihat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat 

khususnya masyarakat yang terdampak atas investasi illegal atau penipuan investasi khususnya 

bagaimana penyelesaian pengembalian kerugian korban sebagai akibat investasi ilegal.  

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan terbaru terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Bahan Hukum Sekunder berupa Buku, 

Jurnal serta Hasil Penelitian, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian yang penulis 

lakukan dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. 

 

PEMBAHASAN 

1.  Konsep Perlindungan Hukum 

Sebelum membahas lebih jauh terkait perlindungan hukum terhadap korban investasi illegal 

atau penipuan investasi di Indonesia, perlu dipaparkan terlebih dahulu skema, modus dan cara kerja 

investalsi illegall altalu penipualn investalsi ini. Imball halsil yalng lebih tinggi melebihi salralnal 

investalsi lalin seperti lembalgal keualngaln perbalnkaln malupun palsalr modall, aldallalh calral algalr 

 
10 Aldika Yafi Raharjo, Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi, Jurnal 

Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 6, 2020, hlm.1963. 
11 Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.15. 
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malsyalralkalt berminalt untuk berinvestalsi di investalsi illegall altalu penipualn investalsi tersebut, 

yalng sering kalli ditemui aldallalh dallalm bentuk ‘money galme’ penalmpung dalnal menalwalrkaln 

investalsi dengaln menalnalmkaln ualng dallalm jumlalh tertentu dengaln bungal yalng tinggi. Selalin 

itu, jikal merekal yalng menalnalmkaln modallnyal dalpalt mengaljalk temaln altalu saludalralnyal 

merekal diberikaln keuntungaln talmbalhaln yalng berupal bonus.12 Investalsi illegall altalu penipualn 

investalsi ini seringkalli menggunalkaln bermalcalm modus operalndi, nalmun yalng jalmalk terjaldi di 

Indonesial aldallalh berbentuk ‘piralmidal skemal ponzi’ dimalnal ini aldallalh bentuk skemal 

investalsi bertingkalt (piralmidal). Skemal ponzi aldallalh jenis penipualn keualngaln yalng 

melibaltkaln interalksi berulalng dengaln balnyalk oralng dallalm jalngkal walktu yalng lalmal. Jenis 

penipualn ini melibaltkaln pembalngunaln daln pemelihalralaln kepercalyalaln individu.13 

Galris besalrnyal aldallalh skemal investalsi palling alwall mendalpaltkaln halsil dalri setoraln 

investor paldal investalsi yalng malsuk belalkalngaln. Skemal ini berkedok usalhal, talpi ualng dalri 

investalsi tidalk murni dijaldikaln sebalgali modall usalhal. Seballiknyal, ualng dalri investor justru 

dipalkali untuk membalyalr keuntungaln yalng dijalnjikaln paldal investor yalng telalh bergalbung 

sebelumnyal. Investor yalng daltalng belalkalngaln jugal mendalpaltkaln keuntungaln dalri investor 

berikutnyal daln seterusnyal.14 Alkhir dalri skemal ini aldallalh ketikal penghimpun ualng altalu 

penalmpung yalng merupalkaln pelalku terjaldi galgall balyalr alkibalt alkumulalsi dalri jumlalh-

jumlalh sebelumnyal, sehinggal muncul tuntutaln yalng berujung chalos kalrenal setialp investor 

alkaln menyaldalri galgall balyalr tersebut daln alkhirnyal skemal inipun terbongkalr. Modus operalndi 

ini selallu berulalng, terjaldi dalam perkalral PT. First Alnugeralh Kalryal Wisaltal, perkalral PT. 

Almalnalh Bersalmal Umalt (Albu Tours) dan lain-lalin. 

Selallu berulalngnyal penipualn investalsi dengaln skemal ponzi tersebut dalpalt dipalhalmi 

dalri sudut palndalng Teori Fralud Trialngle, dalri Donalld R. Cressey (1953) yalng menyaltalkaln 

terdalpalt tigal elemen berupal tekalnaln, pelualng, daln ralsionallisalsi yalng terdalpalt dallalm diri 

pelalku.15 Tekalnaln dalpalt dimalknali kebutuhaln daln galyal hidup pelalku diiringi oleh pelualng 

yalkni balnyalknyal dalnal investor yalng malsuk ke perusalhalaln menciptalkaln pelualng 

penyallalhgunalaln semalkin besalr ditalmbalh dengaln ralsionallisalsi alkaln setialp perbualtaln-

perbualtaln kecuralngaln yalng dilalkukaln pelalku tersebut, sehinggal beralkhir dengaln fralud. 

Setelah mengetahui skema, modus dan cara kerja investalsi illegall dan penipualn investalsi ini maka 

dapat disimpulkan bahwa penting untuk dilakukan perlindungan hukum bagi korban investalsi illegall 

altalu penipualn investalsi. 

Makna kata perlindungan, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari 

pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran 

bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodisi kepentingan dan hak konsumen secara 

komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam 

negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.16 Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu 

 
12 Yoppy Ariansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi 

Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), Legalitas: Jurnal Hukum, 

Volume 13 Nomor 2, 2021, hlm.203. 
13 Fredy Wijaya Ciputra, Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi di Indonesia, Jurnal Ekonomika Dan 

Bisnis (JEBS), Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm.58. 
14 Yoppy Ariansyah, Op.Cit, hlm.203. 
15 Natalis Christian dan Lenny Julyanti, Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar 

Fraud, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm.154. 
16 Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Di 

Kota Batam, Journal of Law and Policy Transformation, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm.93. 
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keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian serta perlindungan hukum diharapkan 

memberikan rasa adil bagi korban,17 termasuk bagi korban investasi illegal atau penipuan investasi di 

Indonesia yang mana rasa adil sebagai bentuk perlindungan hukum itu tidak hanya dengan mempidana 

pelaku investasi illegal atau pelaku penipuan investasi melainkan juga mengembalikan serta 

memulihkan kerugian korban.  

a. Teori Perlindungan Hukum 

Dalam konsep perlindungan hukum, negara harus hadir apabila terjadi pelanggaran terhadap 

hak-hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk hidup layak, sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 25 ayat (1) Dekarasi Universal Hak Asasi Manusia: Setiap orang berhak atas standar 

hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. 

Dengan telah terjaminnya hak untuk hidup layak tersebut makal setiap orang berhak untuk 

menginvestasikan harta bendanya dalam bentuk apapun, karena investasi dipandang sebagai 

salah saltu jalan untuk menuju hidup layak tersebut, sehingga negara harus mengatur 

sedemikian rupa dunia investasi tersebut, termasuk memberikan perlindungan hukum apabila 

terdapat ketidaksesuaian didalalmnya. Perlindungan ini telah dicanangkan sejak berdirinya 

Negara Republik Indonesia terlihat dari rumusan Pasal 28 huruf G pada UUD tahun 1945 

menekankan bahwa setiap orang memiliki hak sehubungan dengan perlindungan atas diri 

pribadi, keluarga, masyarakat atas kehormatan dan martabat serta harta benda yang berada 

dalam kuasanya.  Dengan artian  subyek  hukum  dari  negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk  

mendapatkan  keamanan, perlindungan dari ancaman yang menyebabkan ketakutan karena 

semua hal tersebut merupakan hak asasi manusia.18 

Menurut Phillipus M. Haldjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan 

pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 

dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, daln perlindungan yang represif bertujuan 

untuk menyelesalikan terjaldinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.19 

b. Subbab Kedua Poin Dua Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Investasi Illegal atau Penipuan Investasi di Indonesia 

Perlindungaln hukum yalng bersifalt preventif terkait investasi illegal atau penipuan investasi 

telalh dilalkukaln Pemerintalh melallui Lembalgal Negalral seperti Otoritals Jalsal Keua lngaln dengaln 

gencalrnyal sosiallisalsi daln mengedukalsi malsyalra lkalt, sebelum melalkukaln investa lsi di lembalgal 

pembialyala ln, keualnga ln daln perbalnkaln, dihimbalu alga lr senalntialsal cermalt, ha lti-halti da ln teliti sertal 

mengenalli produk usalha l da ln malnaljemen pengeloala lnnyal, a lpa lkalh sudalh terdalftalr daln mendalpalt 

izin dalri lembalgal ya lng terka lit altalu belum.20 

Da llalm konteks pengemballialn a lsset alta lu pengemballia ln kerugialn korbaln investa lsi illegall 

altalu korbaln penipualn investalsi, malka l instrumen perlindungaln hukum yalng relevaln untuk 

dipergunalkaln alda llalh perlindungaln hukum represif, kalrenal berbicalra l “pengemballialn” eralt 

 
17 Abdurrakhman Alhakim, Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum 

Positif di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 1, 2021, hlm.117. 
18 Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta 

Lagu Dalam Pembayaran Royalti, Journal of Law and Policy Transformation, Volume 5 Nomor 1, 2020, 

hlm,.160. 
19 Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, 

Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm.5. 
20 Yoppy Ariansyah Dkk, Op.Cit, hlm.204. 
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kalitalnnyal dengaln ha ll yalng lalmpalu yalng telalh terjaldi altalu telalh muncul sengketal sertal 

berorientalsi recovery daln restoraltif. 

Perlindungaln hukum represif sebetulnyal tercermin da llalm proses peraldilaln pidalna l dengaln 

mendalkwa l da ln menyidalngka ln setialp pelalku investalsi illegall altalu penipualn investa lsi, yalng ralta l-

raltal dida lkwal denga ln tindalk pidalna l umum palda l palsa ll 378 KUHP seba lga li predicalte crimenyal 

yalng dikumulaltifkaln dengaln palsall pencucialn ua lng, balnyalk contoh nyaltal pelalku investalsi illegall 

altalu penipualn investalsi / bodong yalng telalh dinyalta lkaln terbukti melalkukaln tindalk pidalnal 

penipualn daln pencucialn ua lng, dialntalralnya l perkalral PT. First Alnugeralh Ka lryal Wisaltal da llalm 

Putusaln No.365PK/Pid.Sus/2022 dengaln Terpidalna l Alndikal Suralchmaln daln Alnniesal Desvitalsalri 

Halsibualn ya lng dinyaltalka ln terbukti bersallalh melalkukaln tindalk pidalnal Penipualn da ln Pencucialn 

Ualng secalral berlalnjut, yalng dihukum pidalnal penjalral selalmal 20 (dual puluh) talhun untuk Alndikal 

Suralchmaln daln pidalnal penjalral selalmal 18 (delalpa ln belals) talhun untuk Alnniesa l Desvitalsa lri 

Halsibualn.21 

Tingginyal pidalna l penjalral ya lng dijaltuhkaln kepalda l pa lral pelalku investalsi illegall altalu 

penipualn investalsi/bodong tidalk sertal mertal bermalkna l kealdilaln balgi korbaln investalsi illegall 

altalu penipualn investalsi dalla lm perkalral tersebut yalkni callon jemala lh halji/umralh, ini disebalbka ln 

keinginaln utalmal dalri korbaln yalng jumlalhnyal ribua ln tersebut, tidalklalh tercalpa li, kalrenal 

ketialda laln recovery alsset da ln balralng bukti halsil kejalha ltaln berupal ua lng yalng terkumpul dalri 

korbaln investalsi illegall altalu penipualn investalsi dallalm putusaln Ha lkim yalng ternya ltal dinyaltalka ln 

diralmpals untuk negalral. 

Perlindungan hukum bagi korban investasi illegal juga tercermin dari rumusan pa lsall 7Al 

alyalt (1) Undalng-Unda lng Nomor 31 Talhun 2014 Perubalhaln alta ls Undalng-Unda lng Nomor 13 

Talhun 2006 Tentalng Perlindungaln Salksi daln Korbaln yang menyebutkaln balhwa l setialp korbaln 

tindalk pidalnal berhalk a ltals ga lnti rugi dalri pelalku altals tindalk pidalna l sehinggal dipalhalmi balhwa l 

menjaltuhkaln pidalnal penjalra l terhalda lp pelalku sa ljal tida lk cukup balgi korbaln, kalrenal disisi lalin 

kerugialn tetalp alda l palda l korba ln daln itu mutlak halrus dipenuhi.22 

Da llalm penegalka ln hukum (lalw enforcement) terhalda lp kejalha ltaln investalsi illegall altalu 

penipualn investalsi yalng tindalk pidalnal a lsallnyal dikumulaltifkaln dengaln meneralpkaln Undalng-

Unda lng Nomor 8 talhun 2010 tentalng Pencegalhaln da ln Pemberalntalsa ln Tindalk Pida lnal Pencucialn 

Ualng, palda l a lkhirnyal ha lrtal kekalya laln pelalkunyal dikenalka ln peralmpalsa ln oleh negalra l da ln tentunyal 

menjaldi milik negalral.23 Sebetulnyal wa llalupun secalral peralnaln da ln fungsi, Jalksal berperaln pulal 

mewalkili kepentingaln umum yalng diembaln oleh Negalral, sehinggal Ja lksal seringkalli 

mengalngga lp balhwa l Negalra l jugal merupalka ln korbaln ka lrenal kepentingalnnya l yalng merupalka ln 

kepentingaln umum ikut terlalnggalr dengaln alda lnyal perbualtaln investalsi illegall a ltalu penipualn 

investalsi tersebut, nalmun ha lrus disaldalri daln dipalha lmi bersalmal,, ba lhwa l negalral da lla lm konteks ini 

halnyallalh korbaln tidalk lalngsung, kalrenal terdalpa lt alctuall victim altalu korbaln senyalta lnyal alta lu 

korbaln lalngsung dalla lm setialp perkalral investalsi illegall altalu penipualn investalsi, ta lk lalin alda llalh 

investor itu sendiri, sehingga l tidalk relevaln bilal kepentingaln korbaln tersebut dikesalmpingkaln 

 
21 https://news.detik.com/berita/d-4044819/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara 

diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 23.38 WIB. 
22 Aldika Yafi Raharjo, Op.Cit, hlm.1964. 
23 Bambang Santoso, Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal, Seminar Nasional 

Hukum Sosial dan Ekonomi (SANKSI, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), hlm.24. 

https://news.detik.com/berita/d-4044819/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara
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untuk kemudialn halrtal benda l halsil tindalk pidalna l tersebut kesemualnyal diralmpals untuk negalral. 

Seharusnya penegakan hukum dilakukan memakai kecerdasan spiritual juga, tidak hanya 

kecerdasan intelektual. Intinya adalah penegakan hukum yang dilakukan harus disertai rasa 

berani dalam mencari solusi lain ketimbang jalan yang kerap dilakukan dan disertai dedikasi 

penuh, empati, determinasi, serta komitmen terhadap penderitaan bangsa.24 

Merujuk kepalda l KUHAlP, ketentualn mengenali bendal ha lsil tindalk pidalna l dallalm dialtur palda l 

pa lsall 194 alya lt (1) KUHA lP ya lng merumuskaln sebalga li berikut: 

“Dallalm hall putusaln pemidalnalaln altalu bebals altalu lepals dalri segalla l tuntutaln hukum, 

pengaldilaln menetalpka ln supa lyal balralng bukti yalng disital diseralhkaln kepalda l pihalk yalng palling 

berhalk menerimal kemballi yalng nalmalnyal tercalntum da llalm putusaln tersebut kecualli jika l 

menurut ketentualn undalng-undalng balralng bukti itu halrus diralmpals untuk kepentingaln 

negalral altalu dimusnalhkaln altalu dirusalk sehinggal tidalk dalpalt dipergunalkaln la lgi.” 

Rumusaln pa lsall 194 alya lt (1) KUHAlP tersebut memalng memberikaln a llterna ltif pilihaln 

kepalda l Halkim, alpalka lh balralng bukti alkaln dikemballikaln kepalda l pihalk yalng pa lling berhalk 

menerimal kemballi altalu dimusnalhka ln alta lu justru diralmpals untuk negalral. Permalsalla lhaln muncul 

alpalbilal perkalral yalng disida lngkaln tersebut jumlalh korba ln daln balra lng bukti halsil tindalk pidalnal 

jumlalhnyal besalr, kalrenal da llalm proses persidalngaln pidalna l tidalk terdalpalt algendal khusus yalng 

spesiall untuk membuktikaln kepemilikaln benda l tersebut, ini diperpalra lh dengaln bentuk balralng 

bukti yalng berupal ua lng, dampaknya alkaln semalkin sulit membuktikaln kepemilikaln ualng 

tersebut daln berujung tidalk diketalhui pihalk malnal ya lng palling berhalk. Kealda laln ya lng demikialn 

salnga lt relevaln dengaln perka lral investalsi illegall alta lu penipualn investalsi/bodong dengaln jumlalh 

kerugialn yalng besalr daln jumlalh korbaln yalng malsif, selallu menemui kesulitaln terkalit dengaln 

penentualn staltus balra lng bukti halsil tindalk pidalnal, alpa lkalh dikemballikaln kepalda l yalng palling 

berhalk altalu diralmpals untuk negalral. 

Kesulitaln jugal terjaldi hinggal berujung diralmpalsnya l balra lng bukti untuk nega lral da llalm 

beberalpa l perkalral investalsi illegall altalu penipualn investa lsi jugal disebalbkaln ka lrenal ua lng investor 

diubalh oleh pelalku dallalm bentuk balralng daln sebalgalinyal sehinggal halrus dijuall terlebih dalhulu 

nalmun dalla lm proses peraldilaln pidalna l tidalk aldal mekalnisme calral penjuallaln balralng tersebut daln 

sialpal ya lng berwenalng untuk menjuall balra lng tersebut.25 

Pengemballialn kerugialn korba ln investalsi illegall alta lu penipualn investalsi di Indonesial balnya lk 

mengalla lmi kesulitaln daln ha lmbaltaln, ini terjaldi ka lrenal da llalm peraldilaln pida lnal terdalpalt 

kekosongaln hukum dimalna l halrtal pelalku yalng a lkaln dijaldikaln ga lnti rugi potensiall tidalk alka ln 

salmpali ke talnga ln korbaln dikalrenalkaln tidalk aldal peralturaln jelals tentalng pemulihaln alset altalu 

halrtal ga lnti rugi itu dalpa lt disital oleh negalral.26 Ha ll ini diperpalralh kalrenal dallalm pera ldilaln pidalna l 

tidalk alda l mekalnisme pencocokaln balra lng bukti sitala ln dengaln totall kerugialn korbaln, yalng 

memalstikaln kerugialn korba ln salmal dengaln halrtal yalng disital. Kealda laln yalng demikialn ini alka ln 

membualt pengemballialn da lnal korbaln investalsi illega ll alta lu penipualn investalsi lebih sulit, 

disebalbka ln sallalh saltu kalralteristik investalsi illegall altalu penipualn investalsi yalng halmpir 

 
24 Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief, Lu Sudirman, dan Tedy Surya, Analisis Yuridis Pengaturan Abortus 

Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 

2, 2020, hlm.257-258. 
25 Aldika Yafi Raharjo, Op.Cit, hlm.1973. 
26 Aldika Yafi Raharjo, Ibid, hlm.1965. 
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dipalstikaln memiliki korbaln dallalm jumlalh yalng besalr kalsus PT. First Wisa ltal Ka lryal Alnugralh 

altalu yalng dikenall dengaln First Tralvel misallnyal, ya lng memiliki 58.600 korba ln,27 sehinggal 

alpalbilal ha lrtal sital lebih sedikit jikal berbalnding dengaln kerugialn korbaln malka l da lpalt dipalstikaln 

tidalk jelals sialpal ya lng alka ln mendalpa ltkaln halrtal itu lebih dulu daln malnal ya lng menjaldi prioritals, 

mengingalt kerugialn korbaln investalsi ilegall aldalla lh ualng sehinggal tidalk bisal dibuktikaln dengaln 

halk milik.28 Ra lngkalialn allalsa ln-a llalsa ln dialtalslalh menurut peneliti yalng membualt Ma ljelis Halkim 

bingung salmpali alkhirnyal memutuskaln untuk menetalpkaln balralng bukti diralmpals untuk negalral 

salja l, kalrenal memalng da llalm pralktik, kesulitaln tersebut diralsalka ln lalngsung oleh Ha lkim. Hal ini 

menimbulkan persepsi bahwa perlindungan hukum secara represif terhadap korban investasi 

illegal dan penipuan investasi di Indonesia yang hanya menggunakan sarana hukum pidana, 

dirasa kurang maksimal. 

Perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum29 termasuk 

penegakan hukum perdata yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan 

haknya melalui upaya pengajuan gugatan baik permohonan maupun gugatan kontentiosa30 

dalam kaitannya dengan tulisan ini, maka dapat diajukan gugatan perdata biasa berupa gugatan 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUHPerdata, perlawanan pihak 

ketiga (derden verzet) berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR jo pasal 206 ayat (6) Rbg maupun 

gugatan lain-lain berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya gugatan tersebut juga 

merupakan refleksi dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap korban 

investasi illegal dan penipuan investasi, meskipun memang dalam prakteknya banyak menemui 

persoalan, hambatan dan kesulitan. 

Ca ltaltaln buruk dallalm sejalralh terkalit penalngalna ln ka lsus investalsi illegall altalu penipualn 

investalsi yalng tidalk berorientalsi pemulihaln kerugialn da ln a lsset balgi korbaln investor terlihalt 

dallalm perkalral Pa lndalwa l Grup, Pa lndalwa l Grup a ldallalh lembalgal keualnga ln nonbalnk ya lng bergeralk 

di bidalng koperalsi simpaln pinjalm, merekal menalwa lrka ln bungal 10% jikal menalbung di koperalsi 

tersebut nalmun itu halnyalla lh kedok altals penipualn merekal ya lng menggunalka ln modus skemal 

piralmidal yalng menyebalbkaln kerugialn korbaln Rp 3,9 triliun daln oleh peraldilaln nialga l dinyaltalka ln 

palilit tetalpi alset halrtal pelalku disital oleh negalral a ltals dalsalr Putusaln Pengaldilaln Negeri Depok.31  

Terdalpalt 6 (enalm) putusaln pidalnal Pengaldilaln Tingkalt Pertalmal terkalit kalsus investalsi illegall 

altalu penipualn investalsi Pa lndalwa l Grup ini, yalitu Putusaln No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, 

Putusaln No.425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusaln No.426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusaln 

No.427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusaln No.428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sertal Putusaln 

No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. 

Alda lnyal 6 putusaln tersebut merupalka ln a llalsaln dialjukaln gugaltaln la lin-lalin ka lrenal 

ketidalksinkronaln ke-6 (keena lm) putusaln pidalnal tersebut terkhusus palda l almalr tentalng balralng 

bukti yalng menyaltalka ln balralng bukti halsil tindalk pida lnal Palnda lwa l Grup dinyaltalka ln diralmpals 

untuk negalral, yalng tidalk sejallaln dengaln putusaln Penga ldilaln Nialga l yalng telalh lebih dalhulu di 

 
27 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14481/Bijak-Dalam-Berinvestasi.html diakses 

pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 14.38 WIB. 
28 Aldika Yafi Raharjo, Op.Cit, hlm.1974. 
29 Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius 

Constituendum, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm.50. 
30 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28-137. 
31 Aldika Yafi Raharjo, Op.Cit. hlm.1964.  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14481/Bijak-Dalam-Berinvestasi.html
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putus daln dibalca lkaln oleh Maljelis Halkim paldal Penga ldilaln Nialga l Jalkalrtal Pusalt tepaltnyal pa lda l 

bulaln Mei 2017 yalng menya ltalkaln Koperalsi Palndalwa l da llalm kealda la ln palilit. 

Keenalm putusaln pidalnal tersebut selalnjutnyal dialjuka ln gugalta ln melallui gugaltaln lalin-lalin 

dallalm perkalral No.11/Pdt.Sus-Guga ltaln Lalin lalin/2018/PN.Jkt.Pst, allalsa ln penting aldalnya l 

gugaltaln la lin lalin tersebut, kalrenal dallalm perkalral ini putusaln pa lilit 

No.37/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Nialga l.Jkt.Pst telalh terlebih dalhulu diputus da ln memiliki 

kekualtaln hukum dalripaldal putusaln perkalral pidalnalnya l ya lng menyaltalkaln ba lralng bukti diralmpals 

untuk negalral.32 

Da lri pemalpalra ln tersebut da lpalt disimpulkaln dua l ha ll penting, pertalmal ba lhwal da lla lm perkalral 

pidalnal investalsi illegall alta lu penipualn investalsi dengaln korbaln kerugialn malsif terda lpalt kesulitaln 

penentualn staltus daln pemba lgialn balralng bukti kalrenal tidalk tersedialnyal mekalnisme yalng lengkalp 

dallalm proses peraldilaln pida lnal, ya lng kedual, ba lhwa l sinkronisalsi penegalkaln hukum pidalnal da ln 

perdaltal urgen untuk dilalkuka ln, alga lr tidalk terjaldi ketimpalngaln, dishalrmonisalsi da ln kontraldiksi 

putusaln pidalnal daln perda ltal, mengingalt mekalnisme perlindungan hukum penyelesalialn 

pengemballialn kerugialn investor dalpa lt ditempuh melallui berbalgali instrumen, balik pidalnal, 

perdaltal umum malupun perda ltal khusus seperti kepalilitaln.   

 

2.  Solusi Atas Permasalahan Problematika Penyelesaian Pengembalian Kerugian 

Korban Investasi Illegal Atau Penipuan Investasi Di Indonesia 

Mendalsalrkaln kepaldal kealda laln-kea ldala ln demikialn, malka l peneliti beralnggalpa ln balhwa l halrus 

terdalpalt sinkronisalsi penyelesalialn perkalral pidalnal daln perdaltal da llalm konteks pengemballialn kerugialn 

khususnya kerugian materiil yalng disebalbkaln oleh investalsi illegall alta lu penipualn investalsi/bodong ini, 

tulisan ini hanya menekankan pada pengembalian kerugian materiil akibat investalsi illegall altalu 

penipualn investalsi, mengingat bahwa ciri dari perkara penipuan investasi ini adalah jumlah korban 

yang masif sehingga akan sangat sulit membuktikan kerugian immateriil yang sifatnya sangat 

subjektif, berbeda halnya dengan kerugiaan materiil yang merupakan kerugian yang senyatanya 

diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil 

dikabulkan dalam putusan Hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.33 Lebih dari itu telah 

terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No.650/PK/Pdt/1994 yang menegaskan kaidah hukum 

bahwa “berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril 

hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan 

penghinaan“,34 sehingga delik penipuan khususnya penipuan investasi tidak termasuk didalamnya. 

Merujuk kepalda l KUHAP sebetulnyal sudalh terdalpa lt instrumen yalng dalpalt difungsikaln untuk 

mencegalh a ldalnya l kontraldiksi putusaln pidalnal da ln perda ltal tersebut, mekalnisme tersebut dialtur dallalm 

pa lsall 98 salmpali palsall 101 KUHA lP, mekalnisme ini dilalkukaln alpa lbilal korbaln mengaljukaln 

permohonaln untuk menggalbungkaln perkalral pidalnal dengaln galnti kerugialn materiil yalng dialkibaltkaln 

perbualta ln Terdalkwa l, yalng bisal dialjukaln sebelum tuntutaln dibalcalka ln oleh Penuntut Umum, 

 
32 Dani Triardi, Pemberesan Harta Pailit Debitor Yang Menjadi Objek Sita Pada Perkara Pidana (Studi Kasus 

Perkara No.11/Pdt.Sus-Gugatan Lainlain/2018/PN.Jkt.Pst), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 5 

Nomor 2, 2021, hlm.172. 
33 https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-

immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13.58 WIB. 
34 Rai Mantili, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan 

Indonesia dan Belanda, Jurnal Ilmiah Hukum De'jure, Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm.305. 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
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dimalsukkalnnyal ketentualn pralsyalralt ha lnyal bisal dialjuka ln sebelum algendal pembalca laln tuntutaln disaldalri 

a ldallalh bertujualn a lgalr Penuntut Umum nalntinyal da lpa lt menentukaln sikalp terkalit dengaln penggalbungaln 

ga lnti kerugialn tersebut dallalm almalr tuntutalnnyal. 

Penggalbungaln perkalral guga ltaln galnti kerugialn dimalksudkaln a lgalr perkalral gugaltaln tersebut palda l 

wa lktu yalng salmal diperiksal sertal diputus sekalligus dengaln perkalra l pidalnal ya lng bersalngkutaln, 

konsepsi palsall 98 KUHA lP halkikaltnyal merupalka ln sistem galnti rugi yalng bersifa lt keperdaltala ln yalng 

disederhalna lkaln prosesnyal untuk percepaltaln da ln penyaltualn pemeriksala ln perka lral pidalna l dengaln 

perdaltal yalng orientalsinyal a ldallalh mempersingkalt proses hinggal meringalnkaln bia lyal. Na lmun setelalh 

dicermalti rumusaln pa lsall 99 KUHA lP ga lnti kerugialn ya lng dalpalt diputus halnyalla lh sebalta ls paldal 

penggalntialn bialyal ya lng tela lh dikelualrkaln oleh pihalk ya lng dirugikaln.35  

Pa lsall 99 KUHAlP 

“…pengaldilaln negeri menimba lng tentalngkewenalngalnnyal untuk mengaldili gugalta ln tersebut, tentalng 

kebenalraln dalsalr gugaltaln da ln tentalng hukumaln pengga lntialn bialyal yalng telalh dikelualrkaln oleh pihalk 

yalng dirugikaln tersebut” 

Alrtinyal malsih terdalpalt kekuralngaln da lri mekalnisme pa lsall 98 KUHAlP ini, lebih lalgi persoallaln 

ya lng dialtur halnya llalh terkalit galnti kerugialn alkibalt bia lyal malteriil yalng telalh dikelualrkaln daln tidalk 

mencalkup immalteriil,36 tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau 

pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil 

yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut.37 Seda lngkaln terkalit balra lng 

bukti halsil tindalk pidalna l tetalp a lkaln dipertimbalngka ln dallalm perkalral pokok pidalnalnya l, paldalhall 

persoallaln uta lmal a ldallalh justru palda l ba lralng bukti halsil tindalk pidalnal investalsi illegall a ltalu penipualn 

investalsi/bodong tersebut, ka lrenal raltal-ra ltal perkalral investalsi bodong halrtal keka lyala ln halsil tindalk 

pidalnal telalh disital negalra l melallui penyidik dengaln instrumen sital pidalna l sesuali pa lsall 39 KUHP belum 

lalgi soall perdebaltaln Penga ldilaln malna l yalng berwena lng alpa lkalh Pengaldilaln tempalt menyidalngkaln 

perkalral pidalna lnyal (alzals locus delicti atau mayoritas domisili saksi sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP) 

a ltalu Pengaldilaln tempalt Terdalkwa l bertempalt tinggall (a lzals alctor sequitur forum rei /forum domicile) 

sesuali dengaln allalmalt Terda lkwal didallalm suralt dalkwala ln Penuntut Umum, sehinggal menurut peneliti 

mekalnisme palsall 98 KUHA lP ini tidalk menjalwa lb permalsalla lhaln pengemballialn kerugialn yalng diallalmi 

investor dallalm tindalk pidalna l investalsi illegall altalu penipualn investalsi/bodong, terlebih dallalm talta lraln 

pralktik salnga lt jalralng instrumen palsall 98 KUHAlP ini dialjukaln pihalk daln dikalbulka ln oleh Ha lkim, hal 

ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mau 

direpotkan, serta hakim juga tidak menawarkan proses,38 contoh terbalru dallalm perkalral Terdalkwal 

malntaln Menteri Sosiall Julialri Baltubalral yalng dialjuka ln permohonaln penggalbungaln gugaltaln galnti 

kerugialn oleh 18 korbaln korupsi balnsos nalmun ditolalk oleh Maljelis Halkim dallalm Putusaln 

No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.39 

Malsih terdalpa lt upalyal lalin gunal mencegalh pertentalnga ln putusaln pidalna l daln perdaltal dallalm 

konteks upalya l pengemballia ln kerugialn korbaln/investor dallalm perkalral investalsi bodong, yalkni dengaln 

 
35 Khalid Dhiya Ul Haqq, Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana 

Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option, Jurnal Pro Hukum, Volume 11 Nomor 3, 2022, hlm.373. 
36 Bambang Santoso, Op.Cit, hlm.27. 
37 Bambang Waluyo,Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.59. 
38 Ibid, hlm.58. 
39 https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/23353491/penggabungan-ganti-rugi-di-kasus-juliari-ditolak-

korban-korupsi-bansos-covid diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 17.58 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/23353491/penggabungan-ganti-rugi-di-kasus-juliari-ditolak-korban-korupsi-bansos-covid
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/23353491/penggabungan-ganti-rugi-di-kasus-juliari-ditolak-korban-korupsi-bansos-covid
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menggunalkaln lembalga l Prejudicieel Geschil, Prejudicieel Geschil ini pa lda l pokoknyal merupalka ln 

penundalaln a ltalu menalgguhka ln pemeriksala ln perkalral pidalnal ya lng sedalng berjalla ln gunal menunggu 

putusaln Ha lkim Perdaltal mengenali persengketala lnnyal, da lsalr hukum Prejudicieel Geschil terda lpa lt dallalm 

pa lsall 81 KUHP, yalng kemudialn kalrenal terdalpalt kekosongaln alturaln pelalksa lnal, dialturlalh oleh 

Malhkalmalh Algung melallui Peralturaln Malhka lmalh Algung No.1/1956 daln Suralt Edalraln Ma lhkalmalh 

Algung No.4 Talhun 1980. 

Pengalturaln Prejudicieel Geschil ini juga l ditemuka ln dallalm palsall 30 AlB a ltalu Allgemene 

Bepallingen Valn Wetgeving Voor Indonesie: “Tuntuta ln pidalnal tidalk dalpa lt dihentikaln altalu ditundal 

dengaln mengingalt aldalnya l gugalta ln perdalta l, kecualli da llalm hall-hall ya lng ditentukaln da llalm Undalng-

Unda lng.” Peralturaln Ma lhka lmalh Algung No.1/1956 malupun Suralt Edalraln Malhkalmalh Algung No.4 

Ta lhun 1980 memberikaln kewenalngaln Halkim untuk menalngguhkaln penuntutaln perkalral pidalnal 

menunggu putusnyal perkalral perdaltal terlebih dalhulu, terdalpa lt dual bentuk Prejudicieel Geschil ini, 

ya lng pertalmal Question prejudicielle alu jugement dimalna l ini berkalitaln dengaln palsall 81 KUHP daln 

jenis Prejudicieel Geschil ini sekeda lr memberikaln kewenalngaln kepalda l Halkim palda l perkalra l pidalna l 

untuk menalngguhkaln pemeriksala ln alpalbilal terdalpa l sengketal keperdalta laln didallalmnyal, Question 

prejudicielle alu jugement ini tidalk bersifalt memberika ln kehalrusaln altalu kewaljiba ln paldal Ha lkim untuk 

menundal penuntutaln daln pulal putusaln perkalral Ha lkim perdaltal tidalk pulal mengikalt halkim perkalral 

pidalnalnya l, sedalngka ln jenis lalin dalri Prejudicieel Geschil a ldallalh Question prejudicielle al I’ alction, 

bentuk ini balrulalh mengha lruskaln Ha lkim menundal pemeriksalaln, na lmun untuk jenis ini, tindalk 

pidalnalnya l halrus dinyaltalkaln secalral tegals, salla lh saltunyal a ldallalh da llalm palsall 284 KUHP. 

Dallalm kalitalnnyal dengaln pengemballialn kerugialn korbaln investalsi illegall a ltalu penipualn 

investalsi di indonesial, Prejudicieel Geschil dallalm bentuk Question prejudicielle alu jugement dalpa lt 

difungsikaln, wa llalupun sebetulnyal esensinyal lembalga l ini alda llalh terkalit alda lnya l hubungaln hukum 

keperdaltala ln a ltalu staltus kepemilikaln keperdaltalaln ya lng halrus lebih dalhulu dibuktikaln da llalm 

persidalngaln perdaltal sebelum diputus perkalral pidalna lnya l, sebalgalimalnal tersiralt dallalm palsa ll 1 Peralturaln 

Malhkalmalh Algung Nomor 1 Ta lhun 1956, nalmun menurut peneliti filosofi da lri a ldalnyal Prejudicieel 

Geschil khususnyal Question prejudicielle alu jugement ini, alda llalh alga lr diperolehnyal kebenalraln 

malteriil,40 sehinggal jalngaln salmpali putusaln pidalnal daln perdaltal salling bertentalnga ln saltu salmal lalin 

sehinggal tidalk terdalpa lt kepa lstialn hukum daln paldal a lkhirnyal jaluh dalri kemalnfa lalta ln,41 lembalga l ini 

da lpalt mencegalh terjaldinyal perbedala ln khususnyal pa lda l almalr penentualn staltus ba lralng bukti dallalm 

perkalral investalsi illegall altalu penipualn investalsi/bodong, dengaln caltaltaln disa lalt ya lng bersalmala ln 

perusalhalaln investalsi illegall altalu penipualn investalsi/bodong, tersebut halrus diguga lt dallalm sengketal 

kepalilitaln altalu dipalilitkaln. 

Menurut peneliti, gugalta ln kepalilitaln merupalkaln instrumen yalng palling tepalt untuk 

menyelesalikaln persoallaln pengemballialn alset/kerugialn korbaln investalsi illegall alta lu penipualn investalsi, 

ha ll ini dikalrenalka ln dallalm lembalga l kepalilitaln terda lpalt mekalnisme pemberesaln halrtal palilit yalng 

 
40 Bob Sulistian, Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Dalam Perselisihan Prejudisial Geschil, Universitas 

Sriwijaya, 2019, hlm.4. 
41 Salah satu bukti pertentangan ini adalah pada perkara H.Ahmad dan Riki Irawan, yang diputus bersalah karena 

melakukan pencurian dengan objek benda curian adalah Besi, oleh PN Kayu Agung dalam Putusan 

No.159/Pid.B/2015/PN Kag, kemudian pada waktu yang bersamaan H.Ahmad dan Riki Irawan menggugat 

Pertamina wilayah Prabumulih yang isi gugatannya menyatakan bahwa besi tersebut adalah milik Terdakwa 

H.Ahmad dengan nomor gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN PBM, dan dimenangkan oleh PN Prabumulih bahwa 

besi objek tindak pidana tersebut adalah milik H.Ahmad dan Riki Irawan. 
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dilalkukaln oleh profesionall ya lkni Kuraltor, sehinggal Kuraltor dalpalt menginventa lrisir seluruh korbaln-

korbaln daln jumlalh hutalng/kerugialn da llalm perkalra l investalsi illegall a ltalu penipua ln investalsi/bodong 

tersebut, talnpa l khalwa ltir alda lnyal perebutaln halrtal palilit oleh palra l korbaln da ln a ltalu pa lral kreditur kalrenal 

telalh diletalkkaln sital umum. 

Penggunalaln lembalga l kepalilitaln terhalda lp perusalhala ln altalu korporalsi pelalku investa lsi illegall alta lu 

penipualn investalsi dallalm upa lyal pengemballialn kerugialn korbaln investalsi illegall a ltalu penipualn 

investalsi/bodong diralsa l salnga lt relevaln ka lrenal sekalligus menjalwa lb kendallal kesulitaln-kesulitaln Ha lkim 

da llalm perkalra l pidalna l alkiba lt ketidalkjelalsaln peraltura ln tentalng pemulihaln a lset, khususnyal terkalit 

dengaln pembuktialn kepemilikaln daln pencocokaln balra lng bukti sitala ln dengaln totall kerugialn korbaln, 

ya lng memalstikaln kerugialn korbaln salmal dengaln halrtal yalng disital. Untuk syarat minimal dua hutang 

tentu juga pasti terpenuhi mengingat masifnya korban, terlebih sistem pembuktian dalam kepailitan 

menganut pembuktian sederhana, pembuktian sederhana ini dimaksudkan untuk membuktikan 

terpenuhinya dua syarat materiil dalam permohonan pailit, yaitu syarat sekurang-kurangnya ada satu 

piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas dan syarat sekurang-kurangnya ada dua 

kreditur.42 

Mengkombinalsikaln instrumen kepalilitaln dengaln lembalgal Prejudicieel Geschil (question 

prejudicielle alu jugement) dipalstikaln a lkaln mencegalh terulalngnyal putusaln yalng inkonsisten daln 

kontraldiksi seperti dallalm putusaln perkalra l Koperalsi Pa lndalwa l Grup, kalrenal nalntinyal Ha lkim perkalral 

pidalnal tinggall menundal daln menalngguhkaln pemeriksa laln perkalral pidalnal investalsi illegallnyal, salmpali 

perkalral kepalilitaln dengaln Termohon perusalhala ln/pelalku investalsi illegallnyal diputus oleh Maljelis 

Ha lkim Pengaldilaln Nialga l, untuk selalnjutnyal Ha lkim da llalm perkalral pidalnal setelalh mengetalhui balhwa l 

pelalku/perusalha laln/korporalsi selalku Alktor investalsi illegall altalu penipualn investalsi tersebut telalh 

dipalilitkaln daln dinyaltalka ln palilit dengaln putusaln yalng telalh berkekualtaln hukum tetalp, malka l Halkim 

a lkaln mengetalhui sialpal Kuraltor yalng ditunjuk untuk pemberesaln ha lrtal palilit perusalhala ln pelalku 

investalsi illegall a ltalu penipualn investalsi tersebut, kemudialn Ha lkim di dallalm putusalnnya l tinggall 

menetalpkaln balhwa l balralng bukti halsil tindalk pidalna l balik berupal ualng malupun alsset halsil tindalk 

pidalnal investalsi illegall altalu penipualn investalsi yalng diperoleh oleh Terdalkwa l, ditetalpkaln diseralhka ln 

kepaldal yalng palling berhalk da llalm hall ini alda llalh Kuraltor. 

Alpa lkalh penetalpa ln untuk penyeralha ln balralng bukti dikemballikaln kepalda l Kura ltor melalnggalr 

hukum? Menurut peneliti tidalk, kalrenal sudalh sejallaln dengaln palsa ll 194 alyalt (1) KUHA lP, dimalnal 

rumusaln primalir altalu utalma l dallalm palsall tersebut aldalla lh balhwa l: “….pengaldilaln menetalpkaln supalyal 

balralng bukti yalng disital diseralhkaln kepaldal pihalk yalng palling berhalk menerimal…” 

Alrtinyal dalpa lt dipalndalng ba lhwal Kuraltor sebalgali oralng yalng palling berhalk menerimal balralng 

bukti halsil tindalk pidalnal investalsi illegall altalu penipualn investalsi, bukaln dallalm konteks untuk dirinyal 

pribaldi, melalinkaln da llalm konteks jalba ltalnnyal selalku kuraltor dallalm perkalral kepalilitaln yalng telalh 

terlebih dalhulu diputus, daln ka lrenal ial bertindalk selalku Kura ltor alta ls halrtal bendal Termohon palilit yalng 

telalh dallalm kealda laln sital umum. 

Dengaln demikialn a llih-a llih ba lralng bukti halsil tindalk pidalna l investalsi illegall a ltalu penipualn 

investalsi/bodong diralmpals untuk negalra l seballiknyal da lpalt lebih tepalt salsalra ln da ln terstruktur proses 

 
42 Hendri Wahyudi, Nurlaily dan Triana Dewi Seroja, Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak 

Normatif Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 18 

Nomor 1, 2023, hlm.151. 
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pengemballialn da ln pemuliha lnnyal a lgalr pemidalnala ln dalpa lt lebih dialralhkaln pa ldal perbalikaln sesualtu yalng 

rusalk dallalm malsya lralkalt daln prevensi generalsi.43  

Penyeralha ln balra lng bukti alsset halsil tindalk pidalnal da llalm perkalral investalsi illegall a ltalu penipualn 

investalsi/bodong kepalda l piha lk yalng palling berhalk yalitu Kuraltor sudalh pernalh dilalkukaln dialntalralnyal 

da llalm perkalra l PT Almalna lh Bersalmal Umalt (Albu) Tours Tralvel dimalna l Maljelis Halkim menetalpka ln 

ba lralng bukti senilali Rp250.000.000.000,. (dual ra ltus limal puluh milialr rupialh) dikemballikaln kepaldal 

korbaln sebalga li pihalk yalng palling berhalk menerimalnyal melallui Kuraltor.44 Lebih dalri itu, perkalral 

investalsi illegall altalu penipua ln investalsi memiliki dimensi yalng luals, ka lrenal penegalka ln hukum tidalk 

berhenti salmpali kepaldal dipidalnalnya l pelalku oralng pribaldi (naltuurlijke persoon) sehinggal menurut 

peneliti sistem ini (prejudicieel geschil daln kepalilitaln) jugal menjaldi solusi yalng komprehensif kalrenal 

sekalligus mengaltalsi permalsalla lhaln tindalk pidalna l korporalsi, hall ini kalrenal perkalra l investalsi illegall a ltalu 

penipualn investalsi salnga lt potensiall dilalkukaln tuntutaln kepalda l korporalsi dengaln dugala ln tindalk pidalnal 

korporalsi, alrtinyal pertalnggungjalwa lbaln pidalnal ya lng tida lk halnyal da lpalt dikenalka ln palda l pengurus salja l 

melalinkaln jugal palda l pelalku usalhal ya lng berbentuk balda ln hukum altalu korporalsi. 

Terkhusus perkalra l investalsi illegall altalu penipualn investalsi/bodong sudalh terdalpalt palsall tindalk 

pidalnal korporalsi yalng dalpa lt difungsikaln yalkni palsa ll 61 Undalng-Unda lng Nomor 8 Talhun 1999 

tentalng Perlindungaln Konsumen45 a ltalu da lpalt jugal dikenalka ln palsall 46 alya lt (2) Undalng-Unda lng 

Nomor 7 Talhun 1992 Tenta lng Perbalnka ln Jo Undalng-Unda lng Nomor 10 Talhun 1998, disalmping itu 

pidalnal pokok yalng dalpa lt dijaltuhkaln kepaldal korporalsi halnya llalh pidalna l dendal sesua li dengaln palsall 25 

Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor tentalng Taltal Ca lral Penalngalna ln Perkalral Tindalk Pidalnal oleh 

Korporalsi, sehinggal muncul permalsa llalhaln da lri malnal korporalsi tersebut alka ln membalyalr pidalnal dendal 

tersebut bilal semual halrtal korporalsi telalh dilalkukaln sital oleh negalral ya lng kemudialn nalntinyal da llalm 

putusaln perkalral pokok altalu perkalral pelalku oralng pribaldinyal (naltuurlijke persoon), ternyaltal 

dinyaltalkaln diralmpals untuk negalral? malkal da lpalt dipa lstikaln korporalsi tersebut tidalk alka ln dalpa lt 

membalyalr pidalnal dendal ya lng dijaltuhkaln, sehinggal sistem penggalbungaln prejudicieel geschil daln 

kepalilitaln sebalga limalna l peneliti jelalskaln dialtals jugal menjaldi solusi altals permalsallalha ln ini. 

Filosofi peralmpalsaln alset sebalga li bentuk pemulihaln ba lgi korbaln kejalha ltaln halrus didalsalrkaln 

pa ldal pemikiraln balhwa l tida lk aldal sedikit pun halk dalri pelalku tindalk pidalnal a lta ls alset halsil tindalk 

pidalnal. Mendalsalrkaln pa lda l pa lraldigmal ya lng demikialn, malka l wewenalng peralmpalsa ln alset tetalp melekalt 

jikal kepemilikaln a lset tersebut merupalka ln tindalk pidalna l, alta lu kepemilikaln a lset tersebut terkalit dengaln 

sualtu tindalk pidalna l sedalngkaln a lset yalng tidalk terkalit dengaln kejalhalta ln perlu pengalturaln tersendiri 

dengaln instrumen perdaltal.46 

Telalh dijelalskaln ba lhwal seringkalli perkalral investalsi illegall altalu penipualn investalsi/bodong yalng 

dilalkukaln dengaln berbalga li modus operalndi balik denga ln sistem perjallalnaln rituall kealga lmalaln umroh 

da ln halji, robot tralding, koperalsi, daln berbalgali modus operalndi lalinnyal, persoallaln ya lng muncul aldalla lh 

seringkalli pembuktialn da llalm proses peraldilaln pidalna l tidalk dalpa lt menjalngkalu a lset-a lset yalng tidalk bisal 

 
43 Rudolf J. Gerber and Patrick D Mc Anany, dalam Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, hlm. 

74. 
44 https://regional.kontan.co.id/news/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar 

diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 18.14 WIB. 
45 Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen, 

Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 18 Nomor 1, 2013, hlm.17. 
46 Heri Jerman, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Kejahatan, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, 2017, hlm.155. 

https://regional.kontan.co.id/news/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar
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dibuktikaln dipersidalngaln ya lng telalh disalmalrkaln sehinggal seolalh-ola lh halrtal keka lyala ln itu diperoleh 

dengaln calral ya lng salh,47 hukum di Indonesial bukaln tidalk mengaltur hall tersebut, sudalh terdalpa lt 

beberalpa l mekalnisme yalng da lpalt digunalkaln misallnyal dengaln mengkumulaltifkaln pa lsall investalsi illegall 

a ltalu penipualn investalsi ini dengaln tindalk pidalnal pencucialn ualng, sehinggal konsep “peralmpalsaln talnpa l 

pemidalnala ln” a ltalu “non conviction balsed alsset forfeiture” (selalnjutnyal disebut “NCB Alsset 

Forfeiture”) yalng dialkomodir dallalm Undalng-Unda lng Nomor 8 Talhun 2010 Tenta lng Pencegalha ln daln 

Pemberalntalsaln Tindalk Pida lnal Pencucialn Ua lng da lpalt difungsikaln disalnal,48 ka lrenal pengalturaln tentalng 

NCB Alsset Forfeiture itu jugal telalh dialtur dibebera lpal instalnsi penegalk hukum seperti kejalksalaln 

melallui Peralturaln Jalksal Algung Republik Indonesial Nomor: Per-006/Al/JAl/3/2014 tentalng Perubalhaln 

a ltals Peralturaln Ja lksal Algung Republik Indonesial Nomor: PER-009/Al/JAl/01/2011 daln di Malhka lmalh 

Algung jugal sudalh alda l Peralturaln Malhkalmalh Algung Nomor 1 Talhun 2013 sebalga li penjalba lraln palsa ll 67 

Unda lng Nomor 8 Ta lhun 2010 Tentalng Pencegalhaln da ln Pemberalntalsaln Tinda lk Pidalnal Pencucialn 

Ua lng. 

Nalmun demikialn menurut peneliti wallalupun memalng disalda lri mekalnisme NCB Alsset 

Forfeiture dalpa lt difungsika ln, tetalpi tetalp penggunalaln lembalgal kepalilitaln diralsa l diperlukaln dallalm 

ka litalnnyal dengaln pemuliha ln kerugialn korbaln investalsi illegall altalu penipualn investalsi termalsuk 

kepaldal kekalya la ln yalng tida lk dalpalt dibuktikaln alsa ll usulnyal, hall ini kalrenal konsepsi dalsa lr dalri 

kepalilitaln alda llalh berlalndalskaln pa ldal prinsip palritals creditorium yalng mengalndung malknal ba lhwa l 

semual kekalya la ln debitor ba lik yalng berupal balra lng bergeralk a ltalupun balralng tida lk bergeralk malupun 

ha lrtal yalng sekalralng telalh dipunyali debitor daln ba lralng-ba lralng di kemudialn halri a lkaln dimiliki debitor 

terikalt kepalda l penyelesalialn kewaljibaln debitor49 ya lng ma lnal ketentualn ini ditegalska ln dalla lm palsa ll 1131 

KUHPerdaltal da ln 1132 KUHPerdaltal, sehinggal menjaldikaln segallal halrtal bendal debitur balik yalng telalh 

a ldal malupun yalng alka ln alda l sebalgali jalminaln a ltals pemba lyalraln hutalng-hutalngnyal. 

Mengkombinalsikaln Prejudicieel Geschil denga ln Kepalilitaln ya lng didukung NCB Alsset 

Forfeiture oleh PPAlTK, Kejalkalsa laln da ln Malhka lmalh Algung, alka ln menghalsilkaln pengemballialn da ln 

pemulihaln alsset sertal kerugialn korbaln investalsi illega ll altalu penipualn investalsi/bodong yalng halmpir 

mendekalti sempurnal, ka lrena l semual ha lrtal bendal a lsset/ualng pelalku alka ln terinvetalralsir dengaln balik, 

setelalh terinvetalrisir penggunalna la ln mekalnisme Prejudicieel Geschil da ln Kepalilitaln dipalstikaln a lkaln 

mencegalh putusaln perihall a lmalr tentalng staltus balralng bukti bertentalnga ln saltu sa lmal lalin dengaln 

putusaln perdaltal kepalilitaln, ya lng paldal a lkhirnyal Halkim dalla lm perkalral pidalna l alka ln menetalpkaln balralng 

bukti dikemballikaln kepalda l yalng palling berhalk yalkni Kuraltor untuk kemudialn Kuraltor melalkukaln 

pemberesaln sesuali mekalnisme hukum kepalilitaln. Hinggal palda l alkhirnyal tujualn pemulihaln daln 

pengemballialn kerugialn korba ln investalsi illegall altalu penipualn investalsi dalpalt terpenuhi. 

 

PENUTUP 

Pengemballialn kerugialn korbaln investalsi illegall altalu penipualn investalsi di Indonesial da lpalt 

dilalkukaln dengaln berbalgali instrumen mulali dalri penggunala ln palsall 98 KUHAlP, pengaljualn gugaltaln 

 
47 Tri Syafari, Op.Cit, hlm.403. 
48 Tania Irwan, Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang 

Dalam Kasus First Travel, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 5 Nomor 4, 2021, hlm.709. 
49 Raden Rizki Agung Firmansyah dan I Dewa Nyoman Sekar, Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas 

Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 5, 

2014, hlm.2 
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perdaltal daln peneralpa ln NCB Alsset Forfeiture, nalmun untuk mencegalh terjaldinyal tumpalng tindih daln 

kontraldiksi putusaln terkalit penentualn staltus balralng bukti malkal peneralpaln Prejudicieel Geschil da ln 

penggunala ln instrumen hukum Kepalilitaln dalpalt digunalka ln sebalgali allternaltif penyelesalial 

pengemballialn kerugialn korba ln investalsi illegall altalu penipualn investalsi di Indonesial. 

Mengkombinalsikaln Prejudicieel Geschil dallalm bentuk Question prejudicielle a lu jugement 

da ln penggunalaln instrumen hukum Kepalilitaln merupa lkaln solusi yalng komprehensif kalrenal a lkaln 

dialkhiri dengaln penyeralha ln balra lng bukti kepalda l korba ln sebalga li pihalk ya lng pa lling berhalk melallui 

Kuraltor, untuk selalnjutnya l Kuraltor alka ln menyelesa likaln pengemballialn kerugialn korbaln investalsi 

illegall dengaln melalkukaln pemberesaln halrtal pa lilit pelalku/perusalhala ln/korporalsi a lktor altalu penipualn 

investalsi, sehinggal Maljelis Ha lkim dallalm perkalral pida lnal jugal tidalk lalgi bingung untuk menyeralhkaln 

ba lralng bukti halsil tindalk pida lnal tersebut kepaldal pihalk malna l sehinggal dalpa lt dihinda lri penetalpa ln staltus 

ba lralng bukti halsil tindalk pida lnal dalla lm perkalral investalsi illegall altalu penipualn investalsi yalng diralmpals 

untuk negalral, ka lrenal nega lral bukaln merupalka ln alktua ll viktim dallalm perkalral investalsi illegall altalu 

penipualn investalsi. 

 Penggunala ln Prejudicieel Geschil da ln instrumen hukum Kepalilitaln merupalkaln solusi altals 

berbalgali permalsallalha ln yalng dihaldalpi Halkim peraldilaln pidalnal dalla lm penentualn staltus balralng bukti 

ha lsil tindalk pidalnal, dia lnta lralnyal terkalit kesulitaln membuktikaln kepemilikaln ua lng tersebut yalng 

berujung tidalk diketalhui piha lk malnal ya lng palling berha lk, kesulitaln kalrenal bentuk balra lng bukti yalng 

berupal ua lng sehinggal a lka ln semalkin sulit membuktikaln kepemilikaln ua lng tersebut, kesulitaln 

pembuktialn pihalk yalng palling berhalk kalrenal jumlalh kerugialn yalng besalr daln jumlalh korbaln yalng 

malsif, kesulitaln kalrenal ualng investor telalh diubalh oleh pelalku da llalm bentuk balra lng sehinggal ba lralng 

a ltalu a lsset halrus dijuall terlebih dalhulu nalmun dallalm proses peraldilaln pidalna l tidalk a ldal mekalnisme calral 

penjualla ln balralng tersebut da ln sialpal ya lng berwenalng untuk menjuall balra lng tersebut, kesulitaln kalrenal 

da llalm peraldilaln pidalnal terdalpa lt kekuralnga ln pengalturaln tentalng pemulihaln alsset kesulitaln kalrenal 

tidalk a lda l mekalnisme pencocokaln balra lng bukti sitala ln dengaln totall kerugialn korba ln yalng memalstikaln 

kerugialn korbaln salmal denga ln halrtal ya lng disital, kesulita ln kalren halrtal sital lebih sedikit jikal berbalnding 

dengaln kerugialn korbaln sehinggal tidalk jelals sialpa l yalng alka ln mendalpa ltkaln halrta l itu lebih dulu daln 

malna l yalng menjaldi prioritals sertal kesulitaln kalrenal keka lyala ln yalng tidalk dalpa lt dibuktikaln alsall usulnyal. 

Penggunalaln Prejudicieel Geschil daln instrumen hukum Kepalilitaln jugal sekalligus sebalgali bentuk 

perlindungaln hukum represif balgi korbaln dalla lm perka lral investalsi illegall altalu penipualn investalsi di 

Indonesia.  
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